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SURAT EDARAN
NOMOR &3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa
berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Walikota dan
Pimpinan DPRD maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyvusunan RKA-SKPD sebagai acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Malang.

. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD
dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Malang dalam Menyusun RKA sebagai bahan
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar diperoleh dokumen
perencanaan anggaran yang terarah dan berkualitas sesuai dengan
kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

a. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan,

b. Alokasi Plafon Anggaran Sementara,



c. Batas Wakatu Penyampaian RKA SKPD,
d. Kebijakan Teknis Penyusunan RKA SKPD.
4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

5. Isi Edaran

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2022 mencakup uraian

sebagai berikut:
[. SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran utama pembangunan
dacrah, dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan
Rancangan Prioritas Plafons Anggaran Sementara harus berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan
memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan
melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program,
kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun
2022 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan
kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam format RKA-SKPD
dan RKA-SKPD selaku SKPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan
APBD.



1.

Sesuai tema RKPD Kota Malang Tahun 2022, yaitu “Peningkatan
Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Pemantapan Industri Kreatif
Masyarakat dan Pemulihan Sosial Ekonomi serta Peningkatan
Infrastruktur Terintegrasi”. Maka arah kebijakan yang diambil Kota

Malang dalam merealisasikan tema tersebut dibagi dalam 4 (empat)

aspek, yaitu:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan , kesehatan, dan layanan

dasar lainnya;

2. Menjaga kestabilan daya beli dan perlindungan sosial;

3. Peningkatan infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial

ekonomi; serta

4. Pemantapan industri kreatif masyarakat dan kemandirian sosial

ekonomi.

Penyusunan RKA SKPD Tahun 2022 melakukan sinergitas dan
penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan Kkebijakan
pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran
dacrah agar pendanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat
Daerah dapat disinergikan dalam RKA-SKPD schingga menghindari

adanya kegiatan-kegiatan prioritas yang tidak teranggarkan.
ALOKASI PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022 harus mengacu
pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan
Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022.

Struktur anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah sementara yang tercantum pada KUA dan PPAS
APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati, menjadi pagu
tertinggi dalam penyusunan RKA. Alokasi plafon anggaran sementara

belanja per SKPD serta per program berdasarkan KUA dan PPAS APBD



I

Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati sebagai dasar penyusunan
RKA.

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKA-SKPD

1. Penyusunan RKA-SKPD/RKA-SKPD selaku SKPKD dilakukan dengan
cara input ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

dengan membuka tautan https://malang.sipd.kemendagri.go.id/

mulai tanggal 26 Agustus 2021 s.d. 6 September 2021.

2. Inspektorat selaku APIP melakukan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD

selaku SKPKD secara pararel melalui SIPD.

. KEBIJAKAN TEKNIS PENYUSUNAN RKA-SKPD

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun
yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya,
sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan,
belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta

prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Penyusunan RKA-SKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural
guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivtas dan daya

saing daerah;

2. agar mengubah budaya kerja/occupational culture  seperti
melaksanakan kerja digital dalam pertemuan/rapat dan mengurangi
belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja
pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk
operasional kantor dan belanja aparatur, sehingga dapat dialihkan
kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada

masyarakat;

3. penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dilakukan
secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan
tetap antisipatif, responsive, serta fleksibel dalam menghadapi

dinamika pandemi dan perekonomian;

4. agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, serta
pengembangan ekspor schingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Derah (PAD);

5. menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah, sebagai berikut:



a. Dana Transfer umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur
publik, pemulihan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia

(SDM), dan penambahan belanja Kesehatan prioritas;
b. Dana Transfer Khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik;

¢. Perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan

pemerataan kesejahteraan antar daerah.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
penganggaran terpadu;
penganggaran berdasarkan kinerja, dilaksanakan dengan
berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja,
sesuai dengan analisis standar belanja, standar harga satuan,
RKBMD, dan Standar Pelayanan Minimal; dan
penganggaran yang responsive gender yaitu penganggaran yang
dilakukan analisis strategi pengarusutamaan gender pada program,

kegiatan dan/atau sub kegiatan.

RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022 dan

Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Malang Tahun

Anggaran 2022 yang memuat informasi mengenai:

1.

2
3:
4
5

Urusan Pemerintahan Daerah;
Organisasi;

Standar harga satuan;
RKBMD; dan

Kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Kepala Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam penvusunan RKA-

SKPD/RKA-SKPD selaku SKPKD, sebagai berikut:

1.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah vyang bersumber dari PAD

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1)

Penganggaran pajak daerah:

a)

b)

d)

Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada
data potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan
asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan
daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun
2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak

daerah daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dilakukan
kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib serta pengawasan
penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak
Rokok, yang merupakan bagian Kota Malang, dialokasikan
paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum

oleh aparat yang berwenang.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendapatan
yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian
Kota Malang, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok
digunakan untuk pendanaan program jaminan kesehatan

nasional.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak
Penerangan  Jalan sebagian dialokasikan  untuk

penyediaan penerangan jalan.

Untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan
pemberdayaan UMKM dapat diberikan insentif berupa

pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM.
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h) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana

J)

penerimaan pajak penerangan jalan agar memperhatikan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.

Larangan melakukan pungutan atau yang disebut nama
lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan larangan melakukan pungutan:

(1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

(2) menghambat mobilitas penduduk;

(3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan

(4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program

strategis nasional.

Pajak daerah daerah dirinci menurut objek, rincian objek

dan sub rincian objek.

2) Penganggaran retribusi daerah:

a)

d)

Peraturan Daerah tentang retribusi daerah berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing.

Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada
data potensi retribusi serta memperhatikan perkiraan
asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat
inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang

dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa
umum, jasa usaha, retribusi perizinan tertentu didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
memperhatikan  tarif  retribusi  bersangkutan, dan
perhitungan tarif retribusi pelayanan
persampahan /kebersihan mempertimbangkan biaya

penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara
7



h)

Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan

Penanganan Sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Perangkat
Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan

retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi
pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai
peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan

angkutan umum.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis
retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perangkat Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur
pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

(1) retribusi  perizinan berusaha terkait persetujuan
bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi
persetujuan bangunan gedung;

(2) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan
minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi lzin
tempat penjualan minuman beralkohol;

(3) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya

disebut retribusi izin trayek; dan

(4) retribusi  perizinan  berusaha terkait perikanan

selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.

3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

a)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan
modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan

sub rincian objek.



b.

4)

b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat
eckonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka

waktu tertentu.
Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain
pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan
objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

1)

2)

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci

menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun

Anggaran 2022.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan
daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan
transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci

berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan
Negeri pada APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada

Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak

perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang

ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun

anggaran.



Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek

belanja daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2022, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan sesuai
kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan
Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,

sosial dan ekonomi.

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya

meliputi:

a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan
percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan
ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan
publik;

b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;

d. dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus

Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;

e. insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan

pandemi Corona Virus Disease 2019; dan

f. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan

dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan meliputi:

a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan
traching dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan

real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;

a. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi
APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang

isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
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b. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi

jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
c. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan
untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang,
unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum

dan unsur kekhususan.

Pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah
yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk
fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan,

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Besaran alokasi belanja, berpedoman pada standar harga satuan,
analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah
dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
sesual dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, dirinci atas
jenis:
1) Belanja Pegawai

Belanja  pegawai digunakan  untuk  menganggarkan
kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota,
Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai
ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota
DPRD serta Walikota dan wakil Walikota, insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan

honorarium.
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Penganggaran belanja pegawai bagi:

a)

b)

c)

Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan pada belanja
Sekretariat Daerah;

Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja
Sekretariat DPRD; dan

Pegawai  ASN  dianggarkan pada belanja  SKPD

bersangkutan.

Penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

a)

b)

d)

Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan

tunjangan hari raya.

Penganggaran  belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai
Tahun 2022.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari

jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD
serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD
disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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g)

h)

k)

Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah
satu  kriteria tambahan penghasilan berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan
tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu
unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya.

Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang
menghasilkan pendapatan merupakan tambahan
penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan
atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan
Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tunjangan kepada Pcjabat Atau
Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur
perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya.

Penganggaran honorarium memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Pemberian honorarium memperhatikan ketentuan yang
mengatur tentang Standar Harga Satuan Regional dan
Standar Harga Satuan yang ditetapkan olech Walikota
Malang. Honorarium yang diterima ASN tersebut
diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif

lainnya.

Larangan menganggarkan sub kegiatan yang hanya

diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja
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)

honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek

belanja honorarium ASN.

Larangan menganggarkan dalam jenis belanja pegawai
untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai
hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala
Daerah dan DPRD.

2) Belanja Barang dan Jasa

a)

b)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program
dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah
yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daecrah
terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan

sub rincian objek.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja
barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja
perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk

diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa

memperhatikan ketentuan:

(1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang

tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

(a) Penganggaran  belanja  barang  pakai  habis
disesuaikan dengan  kebutuhan nyata yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD,
standar kebutuhan vyang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang
Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

(b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
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efektifitas  dalam pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

(c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam
rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan
misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan
dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis
belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada
tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak
lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
bulan yang  dibatasi serta  didasarkan  pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub
kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian

target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
(I) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

(i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang
diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan
penugasan dan besarannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

(i1) Penganggaran jasa sebagai 1imbalan yang
diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan
keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan
dalam perjanjian/penugasan dan besarannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,
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(1)

(I11)

(IV)

(V)

(iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang
diberikan kepada pihak lain atas pemberian
layanan antara lain listrik, air, telepon, internet

dan jasa-jasa lainnya;

(iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik
dacrah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah
Daerah sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi untuk
menganggarkan  Jaminan  Kesehatan  selaku
pemberi kerjauntuk pekerja/pegawai yang
menerimagaji/upah dianggarkan dalam APBD
antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNPNSD) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan Universal
HealthCoverage (UHC), dianggarkan iuran bagi
seluruh  penduduk yang  didaftarkan  oleh
Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan
diruang perawatan kelas IIl selain peserta Jaminan
Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah
(PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Selanjutnya dilakukan integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan
Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan

bagi seluruh penduduk..

Medical check up Walikota/Wakil Walikota
sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua
anak), dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada Sekretariat Daerah sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medical check up Pimpinan dan Anggota DPRD
sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak
termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam

bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat
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DPRD  sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

(VI) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan luran
Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk
menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan
kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan
melalui perjanjian kerja/kontrak sebagali
perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau
penyakit akibat kerja berupaperawatan, santunan,
dan tunjangan cacat sesuaidengan Kketentuan

peraturan perundangundangan.

(VII) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa
peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan,
sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset

tetap lainnya;

(VIII) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk
jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa
konsultansi kontruksi mengikuti konsep full
costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan
dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset

sampai siap digunakan.

(IX) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya
yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi
pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah,
pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya
yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, diprioritaskan
pelaksanaannya pada masing-masing wilayah Kota
Malang, dilakukan secara selektif, efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib
anggaran dan administrasi dengan memperhatikan
aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan

substansi, kompetensi narasumber, kualitas
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3)

advokasi dan pelayanan penyelenggara serta

manfaat yang akan diperoleh.

(X) Dalam rangka memutus mata rantai penularan
Corona Virus Disease 19, penerapan protokol
pencegahan penularan Corona Virus Disease 19
serta penerapan tatanan normal baru, produktif
dan aman Corona Virus Disease 19
penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan

secara virtual berbasis teknologi informasi.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan
belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan
dinas luar negeri diuraikan:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk
menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati
batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat
daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk
menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung
dengan memerhatikan jumlah pejabat yang
melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh

Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat.
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Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh
pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan

lainnya;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk
menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi
pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan
pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas
yvang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan
perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8
(delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang
kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang
transport lokal termasuk pemberian uang transportasi
pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat,

seminar, dan sejenisnya;
(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota:

(a) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daecrah
penyelenggara dan  dibiayai seluruhnya  oleh
Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di
dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya
perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah

Daerah peserta, yang meliputi:

(i) Biaya transportasi panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dalam
kota maupun dari luar kota,

(i1) Biaya paket meeting (halfday/fullboard/

residence);

(iii) Uang saku  peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang dari dalam

kota maupun dari luar kota;

(b) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport,
uang saku, dan wuang harian sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

(a) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan  dibiayai seluruhnya oleh
Pemerintah Daerah penyelenggara, serta
dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta
dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh

Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

(1) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari

dalam kota maupun dari luar kota;

(1) Biaya paket meeting (halfday/fullday/

fullboard/ residence);

(i) Uang saku peserta, panitia/moderator
dan/atau narasumber baik yang berasal dari

dalam kota maupun dari luar kota,;

(b) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport,
uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan
vang mengatur mengenai standar biaya tahun

berkenaan.

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dianggarkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar

negeri memperhatikan ketentuan:

a) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan
jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja
dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan
kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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7)

9)

b) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan

dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar
negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan

aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau

lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a)

b)

d)

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya
diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam  hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel
di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana

perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara

lumpsum.

Biaya pemeriksaan kesehatan masa pandemi Corona Virus
Disease 19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan
biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus

Disease 19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut

termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan

perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

10) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk

menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada
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Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
sesual dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub
kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan

dimalksud.

a) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang vang
diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam

bentuk:

(1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
(2) penghargaan atas suatu prestasi;

(3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

(4) penanganan dampak sosial kemasyarakatanakibat
penggunaan tanah milik PemerintahDaerah untuk
pelaksanaan pembangunanproyek strategis nasional
dan non proyek strategis nasional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Transfer Ke  Daerah dan Dana Desa vyang
penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan,;
(6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

(7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang
lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

b) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD,
dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud
dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang
akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait
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dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai

siap diserahkan.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a)

b)

Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja hibah harus memenuhi kriteria berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
dan besaran penganggarannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah terkait yaitu:

(1) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dianggarkan pada SKPD;

(2) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga
pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan
pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan

Umuim,;

(3) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mendukung program dan
kegiatan  Pemerintah  Daerah  dianggarkan pada

Sekretariat Daerah.
Belanja Bantuan Sosial

(1) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang
dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan  pemenuhan  belanja urusan
23



pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat vyang
mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan
bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Belanja
bantuan sosial sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat
risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang

bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang
direncanakan, kecuali bantuan sosial yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(5) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan antara lain amanat
bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi
Corona Virus Disecase 19 dan dampaknya, pemberian
uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan
besaran diatur dalam perkada yang merupakan
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daecrah
yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak

stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari
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situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan
fenomena alam  sebagaimana dimaksud pada
penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

(6) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan

tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

(a) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan
Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dianggarkan pada

SKPD;

(b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan
Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat

Daerah;

b. Belanja Modal

1)

2)

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset

lainnya.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal
tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan
(PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17

tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan
dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal

kapitalisasi aset tetap.
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4)

6)

7)

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi
aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas
minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala

Daerah.

Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga
memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset
tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk
dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau

dibangun dengan maksud untuk digunakan.

kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan

ketentuan:

a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan

publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri

atas:

(1) belanja modal tanah;

(2) belanja modal peralatan dan mesin;

(3) belanja modal bangunan dan gedung;

(4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(5) belanja modal aset tetap lainnya;

(6) belanja aset lainnya;

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset
tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas
minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat
atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan
datang dalam  bentuk peningkatan kapasitas, atau
peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja
dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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9) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5

(lima) hektar, dapat dilakukan:

(a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah
dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar

menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
(b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.

(c) penetapan lokasi wuntuk tahapan diterbitkan oleh
bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum.

10) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah
berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka,
bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk

dalam negeri.

11) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik
daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik
daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan
barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar
bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan
angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh
Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

12) Pengadaan  barang milik daerah  dimaksud dalam
pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana
dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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13) Standar  harga  pemeliharaan untuk satuan  biaya
pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar
satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya
pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan
sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
c. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan
darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana
sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing
masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan
darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun

sebelumnya;
d) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

e) Pemerintah  Daerah  dapat mengalokasikan  anggaran
penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada
Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan

kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.
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Pembiayaan dacrah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022
dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku
SKPKD.

6. Penutup

a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKA
SKPD  Tahun 2022 berpedoman pada Surat Edaran ini serta

bertanggungjawab atas keseluruhan materi RKA yang telah disusun.

b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam

pelaksanaannya.

Malang, Agustus 2021
ALIKOTA MALANG, ({/

L]

-—

/ Drs. H. SUTIAJI
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Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022
dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku
SKPKD.

6. Penutup

a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKA
SKPD Tahun 2022 berpedoman pada Surat Edaran ini serta

bertanggungjawab atas keseluruhan materi RKA yang telah disusun.
b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam

pelaksanaannya.

Malang, Agustus 2021
WALIKOTTA MALANG,

-

Drs. H. TIAJI
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